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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL
SERTA PEJABATNYA

I. UMUM

Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahunl983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pemberian fasilitas
perpajakan, antara lain untuk menampung kemungkinan perjanjian
dengan Negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi
internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya.

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing
serta pejabatnya diberikan berdasarkan asas timbale balik. Untuk Badan
Internasional, saat ini pembebasan tersebut diberikan dengan
mendasarkan kepada status Badan Internasional yang bukan merupakan
subjek Pajak Penghasilan. Dalam rangka menyelaraskan dengan Pasal 16B
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, pemberian pembebasan Pajak
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II.

Perjanjian atau kelaziman internasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat(1)
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan
Negara Asing serta pejabatnya di Indonesia hanya diberikan
berdasarkan asas timbale balik, yaitu apabila kepada perwakilan
Indonesia di Negara asing tersebut diberikan pembebasan yang
sama. Negara asing yang tidak memberikan pembebasan yang
sama kepada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler
Indonesia di Negara asing tersebut, maka kepada perwakilannya
di Indonesia tidak dapat diberikan pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
Ayat(2)
Contoh kelaziman internasional antara lain sebagai berikut:
Suatu Badan Internasional melakukan kegiatan dalam suatu
proyek di beberapa negara termasuk Indonesia. Jika disalah
satu negara tersebut Badan Internasional tersebut mendapatkan
fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai maka atas Badan
Internasional tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar kelaziman internasional.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam penerapan asas timbale balik, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri
dapat mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan perlakuan
suatu Negara terhadap perwakilan Republik Indonesia beserta

pejabatnya di Negara tersebut.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
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